
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

 NOMOR 64 TAHUN  2019 

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU 

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, perlu menetapkan sebuah pedoman untuk 

pelaksanaannnya; 

b. bahwa unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang dipandang memenuhi kriteria Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

perlu ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Zona 

Integritas oleh Gubernur Jawa Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

 

Mengingat 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950  tentang 

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 

2012-2014;  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan 

Publik. 

MEMUTUSKAN 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman 

Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 2 

 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan 

acuan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani. 

 

Pasal 3 

 

(1) Gubernur menetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sesuai hasil penilaian dan 

rekomendasi dari Tim Penilai Internal Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. 

(2) Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang 

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan kepada Tim Penilai Nasional untuk 

mendapatkan persetujuan. 

 

Pasal 4 
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Pasal 4 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal  1 Oktober  2019 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

     ttd. 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal 1 Oktober 2019 

 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

JEMPIN MARBUN, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19640917 199203 1 005 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 64 SERI E. 

 

 

 

 

 

 


